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Gelombang Pengujian semakin besar. i
Setidaknya telah diuji 28 kali permohonan CIE3
judicial review terkait Presidential Threshold

S Perkara permohonan baru

9 19
Menguii Mengui judicial review Pasal 222
Konstitusionalitas Konstitusionalitas UU No. 7 Tahun 2017 diputus
Pasal 9 Pasal 222
UU No. 42 UU No. 7 Putusan No. 11/PUU-
Tahun 2008 Tahun 2017 XX/2022
Putusan No. 8/PUU-
Semua Permohonan dinyatakan XX/2022
N.O, hanya 3 yang dipertimbangkan
yang kemudian ditolak: Putusan No. 70/PUU-
XIX/2021
- Putusan 53/PUU-XV/2017
- Putusan 49/PUU-XV1/2018 Putusan No. 66/PUU-
- Putusan 54/PUU-XV1/2018 XIX/2021
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MK menyatakan Partai Politik memiliki legal |
- standing yang kuat dalam memohonkan == (i

pengujian Pasal 222 UU Pemilu

presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikan,
sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang
mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil
presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai
politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit
tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Poin 3.6 Putusan MK Nomor 74/PUU-XVII1/2020
Permohonan Rizal Ramli

melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan
konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah, bahwa' pihak yang memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas
Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta

Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.

Poin 3.6.3 Putusan MK Nomor 66/PUU-XIX/2021
Permohonan Ferry Joko Yuliantoro

Meskipun demikian, gelombang pengujian dari pihak lain tidak boleh berhenti dan harus
ditingkatkan. Karena terdapat alasan konstitusional lain yang dapat digunakan agar MK

semakin yakin untuk mengubah pandangannya terkait PT 20%. Salah satunya adalah
adanya dinamika sosial di masyarakat yang begitu besar menuntut perubahan.

integrity@integritylawfirm.id



Logika Keliru MK dalam Pengujian

Presidential Threshold

MK menolak atau menyatakan permohonan tidak

dapat diterima dan berpendapat bahwa
presidential threshold adalah (eJellaREIeElNoTe) )Y

dan merupakan bentuk [efalePEIELBSR
presidensial di Indonesia
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2 Jenis Ambang Batas Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden dalam UUD 1945

a. Ambang batas pencalonan
Pasal 6A ayat (2)

"Pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden diusulkan oleh
gabungan partai politik
peserta pemilihan umum
sebelum pelaksanaan
pemilihan umum.”

b. Ambang batas keterpilihan
Pasal 6A ayat (3)

"Pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden yang mendapatkan suara lebih
dari lima puluh persen dari jumlah suara

dalam pemilihan umum dengan

sedikitnya dua puluh persen suara di

setiap provinsi yang tersebar di lebih dari
setengah jumlah provinsi di Indonesia,
dilantik menjadi Presiden dan Wakil
Presiden.”
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|« Letak Open Legal Policy
.| Pasal 6A ayat (5) UUD 1945

"Tata cara pelaksanaan pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil
Presiden lebih lanjut diatur dalam

undang-undang.”
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Batasan-batasan di dalam UUD 1945 yang
menjelaskan bahwa presidential threshold bukanlah

open legal policy

a. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat(1);

b. Yang mengusulkan adalah partai politik atau gabungan partai politik
peserta pemilihan umum (Pasal 6A ayat (2));

c. Pengusulan capres dan cawapres dilakukan sebelum pelaksanaan
pemilihan umum (Pasal 6A ayat (2));

d. Syarat capres didelegasikan berdasarkan Pasal 6 ayat (2));

e. Tata cara pemilu didelegasikan berdasarkan Pasal 6A ayat (5));

f. Mekanisme putaran kedua dan syarat untuk menentukan pemenang

Pilpres (Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4)).
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Dengan demikian, ketentuan dan syarat
penerapan konsep open legal policy terkait
presidential threshold Lo F-14 terpenuhi

a, Nogm iani akan diatur [{leEL €Il IV ¢1a

YIRS dalam UUD 1945;

b. Norma yang akan diatur [ellefslfl’ClaRe eIt EXY

of=lallls) kepada pembuat undang-undang
untuk mengaturnya.
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Putusan Nomor 072-073/PUU-11/2004
..... Mahkamah berpendapat bahwa secara
konstitusional, pembuat undang-undang
dapat saja memastikan bahwa Pilkada
langsung itu merupakan perluasan
pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga
karena itu, perselisihan mengenai
hasilnya menjadi bagian dari
kewenangan Mahkamah Konstitusi
dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD
1945. Namun pembentuk undang-undang
juga dapat menentukan bahwa Pilkada
langsung itu bukan Pemilu dalam arti
formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD
1945 sehingga perselisihan hasilnya
ditentukan sebagai tambahan kewenangan
Mahkamah Agung sebagaimana
dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945
yang berbunyi, ...

[Vide halaman 115 Putusan Nomor 072-
073/PUU-11/2004]

Putusan Nomor 97/PUU-XI1/2013

Bahwa kewenangan dan kewajiban
Mahkamah telah ditentukan secara limitatif
oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam
Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
Kewenangan Mahkamah tersebut meliputi
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguiji
Undang- Undang terhadap Undang-Undang
Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
Adapun kewajiban Mahkamah adalah
memberikan putusan atas pendapat DPR
mengenai dugaan pelanggaran hukum yang
dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ...

[Vide halaman 53, angka [3.12.1] Putusan
Nomor 97/PUU-X1/2013]
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Open Legal Policy tidak boleh bertentangan dengan o
UUD 1945:

a. Bisa diterapkan sepanjang tidak dilakukan secara

sewenang-wenang dan di luar kewenangan
(Putusan MK No. 7/PUU-X1/2013);

b. Tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945
(Putusan MK No. 30 dan No. 74/PUU-XI1/2014);

c. Hanya bisa diterapkan sepanjang tidak melanggar
moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang
intolerable (Putusan MK No. 26/PUU-VII/2009).
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Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pasal
222 UU No. 7/2017

. Mengabaikan kepentingan rakyat untuk menghadirkan sebanyak-banyak calon pemimpin bangsa
dan lebih banyak mengakomodir kepentingan pemodal (oligarki politik);

. Mengamputasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon
pemimpin masa depan;

. Diskriminasi terhadap partai politik baru untuk memiliki kesempatan yang sama untuk
mencalonkan/mengusung pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana
dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945;

. Jalan awal menuju tindakan oligarki atas dasar partai politik kecil seakan dipaksa bergabung
dengan partai yang berkuasa demi mencalonkan pasangan calon Presiden dan mendapatkan
efek ekor jas (coattail effect) dari calon presiden yang diusung;

. Masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon
pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta Pemilihan Umum, sehingga mencederai
esensi Pemilihan Umun langsung,.
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Sistem
« Pendanaan Politik
 Pendanaan Kampanye

Bisnis yang kolutif antara
Pemerintah dengan Pengusaha
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PUTUSAN

Nomor 49/PUU-XVI/2018 Pemohon Juga mengaJUkanjLIdICIa/ reVIeW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

terkait presidential threshold

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Muhammad Busyro Muqoddas
Alamat : Jalan Tegal Sari UH 6/113 RT/RW 037/015 Sorosutan,
Umbulharjo, Yogyakarta
Pekerjaan : Dosen

disebut sebagai Pemohon [;

12. Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM) , dalam
hal ini diwakili oleh:

Nama : Titi Anggraini

Jabatan  : Direktur Eksekutif

Alamat : Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan
disebut sebagai Pemohon XII;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 11 Juni
2018, memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Haris
Azhar, S.H., M.A., Abdul Qodir, S.H., M.H., Harimuddin, S.H., dan Zamrony, S.H.,
M.Kn., semuanya memilih domisili hukum di kantor INTEGRITY (/ndrayana Centre
for Government, Constitution, and Society) beralamat di Cityloft Sudirman, Lantai
12, Suite 1226, Jalan K.H. Mas Mansyur 121 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri

atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

integrity@integritylawfirm.id
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News Entertainment Otomotif Food & Travel Mom Woman  Bola & Sports

Denny Indrayana Gugat PT 20%:
Demokrasi Jangan Munculkan Capres
Pura-Pura

K()/‘,I’;.‘S HOME LIVETV BERI EKONOMI

Dukung Presidential Threshold 0 Persen,
Demokrat: Jangan Halangi Anak Bangsa untuk
Menjadi Pemimpin

-
10 Home Politik Hukum Hankam Humaniora Indeks

La Nyalla Sebut Presidential Threshold Persulit
Munculkan Pemimpin Terbaik

NN P
TRENDING NEWS CEKFAKTA EKONOMI PERBANKAN DUNIA HISTORI

Hamdan Zoelva Nilai Presidential
Threshold Hilangkan Hak Parpol

detikNews > Berita

Fahri Hamzah Minta Ambang Batas Dihapus:
Hambat Putra Putri Daerah Nyapres

Tujuan Penerapan Presidential Threshold yang
sebenarnya:

. Menghalangi lahirnya pemimpin baru yang

berkualitas:

. Ketakutan akan persaingan yang ketat;
. Menghalang-halangi partai lain mengajukan
kandidat-kandidat yang lebih berkualitas;

. Memaksa Partai kecil untuk bergabung dan

menyembah partai besar;

integrity@integritylawfirm.id
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PELUANG PERMOHONAN DIKABULKAN,
TERGANTUNG PADA BEBERAPA HAL.:

. Penguatan Legal Standing Pemohon;

. Dalam pokok perkara, menemukan alasan

konstitutional yang berbeda atau setidaknya
mereformulasi alasan konstitutional pada
permohonan sebelumnya;

. Publik dan media campaign yang masif dan efekiif;

. Perubahan pandangan atau komposisi hakim
konstitusi.
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Tantangan
Bagi Partai Politik

1.Kenegarawanan Partai Politik untuk
mendukung PT 0 %

2.Maju sebagai Pemohon Uji Materiil
Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017
terutama Partai Politik peserta
Pemilu 2014 dan 2019 atau Partai
Politik yang memenuhi syarat
parliamentary Threshold

20 —
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Belum ada Partai Politik besar yang mengajukan

permohonan judicial review terkait presidential
threshold

Sejauh ini baru 5 Partai yang mengajukan judicial review

terkait presidential threshold:
a. Partai Solidaritas Indonesia (Putusan MK No. 60/PUU-

D.
C

d.

XV/2017)

Partai Bulan Bintang (Putusan MK No. 70/PUU-XV/2017)

Partai ldaman (Putusan MK N
Partai Komite Pemerintahan

o. 53/PUU-XV/2017)
Rakyat Independen

(Putusan MK No. 61/PUU-XV

/2018)

e. Partai Ummat (Putusan No. 11/PUU-XX/2022)

integrity@integritylawfirm.id
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PERJUANGAN BELUM SELESAI.

Partai PBB kembali mengujikan, kali ini bersama DPD RI

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI
Nomor 52/PUU/PAN.MK/ARPK/04/2022

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan April tahun dua ribu dua puluh dua pukul
11:00 WIB, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK)
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, dengan:

NOMOR 52/PUU-XX/2022

diajukan oleh:

1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), yang diwakili oleh Ir. H.
Aa Lanyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI), Dr. Nono Sampono, M.Si (Wakil Ketua
DPD RI), Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M. (Wakil Ketua DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin
(Wakil Ketua DPD RI), selaku Pemohon |; 2. Partai Bulan Bintang (PBB), yang
diwakili oleh Prof. Dr. Yusril lhza Mahendra, S.H., M.Sc. (Ketua Umum Dewan
Pimpinan Pusat PBB) dan Afriansyah Noor, M.Si. (Sekretaris Jenderal Dewan
Pimpinan Pusat PBB), selaku Pemohon Il , berdasarkan Surat Kuasa Khusus
bertanggal 19 Februari 2022 memberi kuasa kepada Denny Indrayana, dkk

Selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK
2/2021), Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14
(empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan kepada Pemohon
akan diberitahukan mengenai pelaksanaan hari sidang pertama dimaksud.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Panitera
Muhidin, S.H.,M.Hum.

Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022

integrity@integritylawfirm.id
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